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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Salah satu privatisasi sempadan pantai dilakukan oleh PT Scubaqueando 

Raja Ampat selaku pengelola Wai Resort. Faktor utama yang 

mendorong terjadinya privatisasi sempadan pantai oleh pihak resort 

adalah adanya anggapan dari pengelola bahwa mereka telah 

mengantongi izin resmi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan 

landasan tersebut, pihak resort merasa bahwa setiap aktivitas yang 

berlangsung di area resort tidak seharusnya diganggu atau dihambat oleh 

pihak luar. Resort juga berpegang pada prinsip bahwa kenyamanan tamu 

merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan 

pariwisata. Bentuk privatisasi yang dilakukan oleh Wai Resort terlihat 

dari adanya pembatasan yang diberlakukan terhadap Masyarakat 

Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat dilarang memasuki kawasan 

sempadan pantai yang berada di area resort. Kebijakan ini secara 

langsung menciptakan ruang eksklusif yang membatasi penggunaan 

wilayah pesisir oleh Masyarakat Hukum Adat. Dampak dari tindakan 

tersebut sangat dirasakan oleh Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di 

sekitar kawasan. Dengan adanya pembatasan tersebut, Masyarakat 

Hukum Adat tidak lagi dapat mengakses sempadan pantai secara bebas 

untuk berbagai keperluan, seperti menjalankan aktivitas sebagai 

nelayan, melaksanakan ritual adat yang berkaitan dengan ruang pesisir, 
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melakukan kegiatan rekreasi, maupun aktivitas harian lainnya. Dengan 

demikian, privatisasi yang dilakukan tidak hanya bertentangan dengan 

ketentuan hukum, tetapi juga mengganggu keberlanjutan kehidupan 

sosial, budaya, dan ekonomi Masyarakat Hukum Adat setempat. 

2. Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh oleh Masyarakat Hukum 

Adat Suku Biak Betew untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang 

mereka hadapi dengan pihak Wai Resort. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah membuka ruang dialog melalui beberapa kali 

pertemuan dan diskusi dengan pihak pengelola resort untuk 

menyampaikan keberatan serta mencari solusi secara musyawarah. 

rangkaian pertemuan tersebut belum mampu menghasilkan kesepakatan 

ataupun penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak 

Wai Resort juga berupaya pemberian kesempatan kerja kepada 

Masyarakat Hukum Adat di lingkungan Wai Resort, serta keterlibatan 

pihak resort dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, namun 

Masyarakat Hukum Adat menganggap upaya tersebut belum tepat 

sasaran pada ini permasalahan. Sengketa yang berkepanjangan ini juga 

disebabkan oleh pihak resort tetap beranggapan bahwa mereka telah 

memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga tidak perlu 

melaksanakan langkah penyelesaian lebih lanjut. Sikap diam dari pihak 

resort turut berkontribusi dalam kegagalan penyelesaian sengketa ini. 

Sengketa ini juga belum diselesaikan dengan baik dikarenakan sampai 

dengan saat ini pengelola Wai Resort belum memenuhi hak Masyarakat 
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Hukum Adat untuk dapat memanfaatkan dan melaksanakan aktivitas di 

sempadan pantai. 

B. Saran 

1. Bagi pengelola Wai Resort: agar dapat meninjau kembali kontrak 

dengan Masyarakat Hukum Adat terkait pengelolaan Pulau Wai, dan 

memberikan ruang serta akses kembali kepada Masyarakat Hukum Adat 

untuk dapat memanfaatkan dan melaksanakan aktivitas di sempadan 

pantai sekitar Wai Resort. Pengelola Wai Resort juga wajib 

menyelesaikan sengketa secara tepat dengan mempertimbangkan aspek 

hukum formal, mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal, serta 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

2. Bagi pemerintah daerah setempat: agar berkontribusi dalam 

penyelesaian sengketa antara pengelola Wai Resort dengan Masyarakat 

Hukum Adat, tidak hanya berpedoman pada hukum nasional tapi 

berpedoman juga pada hukum adat dan kebiasaan setempat. 

3. Bagi Masyarakat Hukum Adat Biak Betew: agar terus merawat dan 

menjaga persatuan antar masyarakat, sehingga dapat mewujudkan 

perlindungan yang optimal terhadap kedaulatan wilayah adat 

Masyarakat Hukum Adat Biak Betew. 
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